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Abstract. This article examines the relationship between judicial narrative and evidentiary reasoning
in the Banaz Mahmod honor Kkilling case. It uses a case-based legal method by reading judicial
materials, especially sentencing remarks, case reports, and official legal materials that describe the
chronology, motive, participation, and links between facts. The findings show that judicial narrative
helps the court arrange threats, family control, concealment of the body, and coordinated action into a
sequence with legal meaning. Yet that narrative remains limited by evidentiary reasoning because each
conclusion about participation and culpability must be supported by sufficient evidence. The main
difficulty in this case lies in translating a collective story about honour, threats, and violence into
individual criminal responsibility without weakening the criminal standard of proof.

Keywords: Banaz Mahmod, Honor Killing, Judicial Narrative, Evidentiary Reasoning, Criminal
Responsibility.
Latar Belakang

Kasus Banaz Mahmod penting bagi studi hukum pidana dan pembuktian karena
memperlihatkan bahwa pembunuhan tidak selalu hadir sebagai tindakan tunggal yang mudah
ditautkan pada satu pelaku. Banaz beberapa kali menyampaikan ancaman yang ia alami
sebelum akhirnya dibunuh oleh orang-orang yang berada di sekitar keluarganya. Bagi hukum
pidana, perkara ini menuntut penjelasan tentang peran masing-masing pelaku. Bagi
pembuktian, perkara ini menuntut cara membaca ancaman, motif kehormatan, relasi keluarga,
perilaku sesudah kejadian, dan bukti tidak langsung sebagai rangkaian yang tetap harus diuiji
secara ketat.

Putusan pidana lahir dari kerja memilih dan menautkan fakta. Hakim tidak menerima
peristiva sebagai sesuatu yang sudah lengkap lalu langsung memindahkannya ke dalam
amar. Fakta datang tersebar. Keterangan dapat saling menguatkan, tetapi dapat pula saling
mengganggu. Bukti fisik kadang baru memperoleh arti setelah diletakkan bersama ancaman,
relasi sosial, atau perilaku terdakwa sesudah kejadian. Proses itu mempertemukan narasi
yudisial dengan penalaran pembuktian. Narasi memberi bentuk pada urutan peristiwa,
sedangkan penalaran pembuktian menguji apakah bentuk tersebut cukup layak dijadikan
dasar pemidanaan (Pears & Easteal, 2025).

Pentingnya kasus ini tidak berhenti pada label pembunuhan demi kehormatan atau
honor killing. Pokok masalahnya terletak pada cara kekerasan berlangsung secara kolektif.
Ancamannya telah muncul jauh sebelum pembunuhan. Perlindungan institusional pada tahap
awal juga gagal berjalan dengan memadai. Kajian kebijakan dan literatur mutakhir berulang
kali kembali ke kasus Banaz Mahmod karena dua hal. Yang pertama adalah lemahnya
pengenalan risiko oleh aparat. Yang kedua adalah rumitnya pembuktian dalam perkara yang
melibatkan keluarga, komunitas, kontrol sosial, dan upaya menutup jejak setelah kematian
korban (Miles & Fox, 2023). Banaz beberapa kali meminta perlindungan. Proses pidana
sesudahnya tetap harus merangkaikan hubungan antara pelaku, motif, komunikasi, dan

tindakan pascakejadian agar pertanggungjawaban pidana dapat ditegakkan.
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Narasi yudisial menjelaskan cara pengadilan menata fakta ke dalam alur yang koheren,
memilih bagian peristiwa yang dianggap relevan, lalu memberi posisi tertentu kepada korban,
terdakwa, motif, dan relasi antarperistiwa. Istilah ini tidak digunakan dalam arti sastra. Yang
dimaksud adalah bentuk penalaran institusional yang membuat fakta hukum tersusun sebagai
satu rangkaian (Roff & Easteal, 2021). Penalaran pembuktian digunakan dalam arti
operasional sebagai proses inferensial yang menghubungkan fakta dasar dengan fakta
simpulan sampai tercapai keyakinan yang sah untuk pemidanaan. Pemaknaan ini penting
karena perkara seperti Banaz Mahmod tidak bertumpu pada satu saksi mata atau satu bukti
langsung yang dominan. Yang menentukan adalah akumulasi, keterhubungan, dan pengujian
atas inferensi yang lahir dari hubungan tersebut (Jellema, 2024).

Literatur yang relevan bergerak di tiga jalur yang saling berdekatan, tetapi belum
menyatu secara rapat. Jalur pertama membahas kekerasan berbasis kehormatan dan respons
hukum terhadapnya. Perhatian utamanya tertuju pada sifat yang menekan perempuan,
keterlibatan keluarga dan komunitas, kegagalan pengenalan risiko, serta kebutuhan respons
kelembagaan yang lebih peka terhadap kerentanan korban (Kadir, 2026b). Jalur kedua
membahas narasi dalam putusan dan praktik ajudikasi. Di sana putusan hakim dipahami
sebagai susunan fakta yang tidak netral secara bentuk. Jalur ketiga berangkat dari teori
pembuktian dan penetapan fakta pidana. Fokusnya ada pada inferensi, koherensi, relevansi,
dan cara fakta evidensial disusun menjadi dasar pembuktian yang rasional (Villacampa, 2024).
Ketiga jalur itu kaya, tetapi jarang dipertemukan secara rapat pada satu perkara konkret yang
padat seperti Banaz Mahmod.

Kesenjangan analitis tampak jelas pada kajian tentang kekerasan berbasis kehormatan
sering memberi penjelasan sosio-legal yang kuat mengenai pola kontrol, risiko, dan kegagalan
perlindungan. Namun kajian itu tidak selalu masuk cukup jauh ke anatomi pertimbangan
hakim. Literatur narasi yudisial dan pembuktian bergerak ke arah yang berbeda. Banyak
tulisan berhenti pada tingkat teoritis atau memakai contoh yang tidak terikat pada dinamika
kekerasan berbasis kehormatan. Akibatnya, dua kebutuhan analitis yang semestinya saling
melengkapi tetap terpisah. Pengadilan perlu merumuskan narasi yang cukup utuh agar relasi
antarpelaku dan motif masuk akal. Pada waktu yang sama, alasan kehormatan tidak boleh
dipakai terlalu cepat sampai mengisi ruang yang masih harus dibuktikan (Dahlman, 2024).
Perkara Banaz Mahmod penting karena memuat kedua sisi itu dalam bentuk yang padat.

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana narasi yudisial dalam konstruksi
fakta perkara Banaz Mahmod, menganalisis bagaimana penalaran pembuktian dalam
penilaian alat bukti dan inferensi fakta, lalu menganalisis relasi antara narasi yudisial dan
penalaran pembuktian dalam pembentukan kesimpulan hukum. Nilai tambah tulisan ini

terletak pada upaya mempertemukan pembahasan kasus konkret dengan dua perangkat
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analitis yang sering berjalan sendiri-sendiri. Pada tingkat teoretis, tulisan ini menawarkan cara
memahami putusan pidana sebagai hasil pertautan antara cerita hukum dan inferensi
evidensial (Mitchell, 2023). Pada tingkat praktis, cara pandang semacam ini membantu
menjelaskan mengapa perkara kekerasan berbasis kehormatan tidak cukup ditangani dengan
sensitivitas budaya atau pengenalan risiko semata, karena ujungnya tetap berada pada mutu
pertimbangan hukum yang mengaitkan bukti, motif, dan peran individual tanpa melonggarkan

standar pembuktian.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum berbasis kasus untuk menelaah
pertimbangan yudisial dalam perkara Banaz Mahmod. Kasus ini dipilih karena memadatkan
tiga unsur yang relevan: motif kehormatan yang dinyatakan secara eksplisit dalam proses
pemidanaan, struktur pelaku yang bersifat kolektif, dan pembuktian yang bergantung pada
bukti tidak langsung serta inferensi berlapis.

Bahan primer yang dianalisis meliputi sentencing remarks HHJ Brian Barker tanggal
20 Juli 2007, dokumen putusan dan catatan perkara yang memuat proses penuntutan, laporan
perkara dari otoritas penegak hukum, serta bahan hukum resmi lain yang menerangkan
kronologi, motif, peran para terdakwa, penemuan jenazah, dan tindakan pascakejadian.
Bahan sekunder berupa literatur akademik tentang pembunuhan kehormatan, narasi yudisial,
dan teori pembuktian dipakai untuk menjernihkan istilah dan menempatkan temuan dalam
percakapan akademik yang lebih luas. Analisis dilakukan dengan menelusuri fakta yang diberi
bobot tinggi dalam pertimbangan, kemudian mengamati perpindahan dari fakta dasar ke
penalaran antara sampai ke kesimpulan pidana. Analisis ini bersifat interpretatif, tetapi tetap
dibatasi oleh teks yudisial, hierarki otoritas sumber, dan pembedaan yang tegas antara cara

pengadilan memberi arti hukum dan label sosial seperti pembunuhan kehormatan.

Hasil dan Pembahasan
Narasi Yudisial dalam Konstruksi Fakta Perkara Banaz Mahmod

Banaz Mahmod adalah perempuan muda keturunan Kurdi-lrak yang tinggal di Inggris
bersama keluarganya. Pada usia muda Banaz masuk ke dalam perkawinan yang diatur
keluarga, lalu keluar dari hubungan itu setelah mengalami kekerasan seksual dan kekerasan
fisik. Sesudah berpisah dari suaminya, Banaz kembali ke rumah orang tuanya di Mitcham,
London, kemudian menjalin hubungan dengan Rahmat Suleimani. Hubungan ini segera
ditolak oleh keluarga laki-lakinya.

Pada Desember 2005 Ari Mahmod, paman Banaz dari garis ayah, mengadakan family

council atau dewan keluarga, lalu Banaz dinilai telah membawa aib bagi keluarga. Sesudah
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itu ancaman terhadap Banaz dan Rahmat meningkat, termasuk percobaan pembunuhan oleh
ayah Banaz pada 31 Desember 2005. Dalam sentencing remarks tanggal 20 Juli 2007, HHJ
Brian Barker menyebut perkara ini sebagai “barbaric and callous crime”, sehingga dari awal
pengadilan menempatkan perkara Banaz di luar gambaran tentang konflik keluarga biasa.

Beberapa minggu sesudah rangkaian ancaman itu, Banaz dinyatakan hilang. Pada 25
Januari 2006 Rahmat melaporkan bahwa Banaz tidak diketahui keberadaannya, beberapa
hari sesudah Rahmat sendiri mengalami ancaman di jalan. Polisi Metropolitan kemudian
menjalankan penyelidikan intensif terhadap orang hilang berisiko tinggi. Tubuh Banaz baru
ditemukan pada 29 April 2006 dalam keadaan telah membusuk, dimasukkan ke dalam koper,
lalu dikubur di lubang dangkal di kebun belakang sebuah rumah di Birmingham, sekitar 200
mil dari rumah keluarganya di London.

Penemuan ini mengubah arah perkara. Ancaman yang sebelumnya masih berada pada
tingkat peringatan berubah menjadi pembunuhan yang nyata, sementara keadaan tubuh
korban dan cara penguburannya membawa perkara ke arah keterlibatan lebih dari satu orang.
Bahan hukum yang merangkum perkara ini juga mencatat bahwa sesudah penemuan
jenazah, penyidikan berkembang melalui penangkapan besar-besaran, pengawasan terbuka
dan tertutup, serta kerja yang rapat antara polisi dan penuntut umum.

Pengadilan tidak memperlakukan semua bagian perkara dengan bobot yang sama.
Ancaman yang disampaikan Banaz kepada polisi, putusnya perkawinan yang abusif,
hubungan Banaz dengan Rahmat, penolakan keluarga, hilangnya Banaz, penemuan jenazah,
dan tindakan sesudah pembunuhan menjadi garis utama yang menyusun cerita hukum
perkara ini. Pengadilan tidak memulai dari jenazah yang ditemukan lalu memungut masa lalu
secara acak. Ancaman dan penolakan keluarga diletakkan lebih dahulu, sehingga
pembunuhan masuk sebagai kelanjutan dari keadaan yang sudah terbentuk sebelumnya
(Gasbarri, 2025).

Dengan susunan seperti itu, ancaman tidak diposisikan sebagai episode yang berdiri
sendiri. Penemuan jenazah juga tidak berdiri sebagai fakta yang baru memperoleh arti dari
dirinya sendiri (Stern, 2024). Putusan pengadilan tidak menyusun fakta sebagai catatan datar,
tetapi sebagai rangkaian yang dipilih, diurutkan, dan diberi tekanan tertentu agar perkara dapat
dirumuskan secara hukum (Linhares, 2026).

Penyusunan fakta perkara Banaz Mahmod juga tampak pada cara pengadilan
menempatkan pelaku. Penyidikan mula-mula mengarah pada ayah Banaz, Mahmod Mahmod,
lalu pada pamannya, Ari Mahmod, dan pada kerabat lain yang terkait dengan pelaksanaan
pembunuhan. Sesudah proses lebih lanjut, ayah Banaz, pamannya, dan Mohammed Hama

didakwa atas pembunuhan Banaz.
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Perkara itu tidak berhenti pada tiga nama tersebut. Penyidikan terus menjangkau
anggota komunitas lain yang kemudian dipidana atas kejahatan yang berkaitan dengan
pembunuhan Banaz, termasuk sumpah palsu dan pencegahan penguburan yang layak. Dua
terdakwa lain, Mohammed Saleh Ali dan Omar Hussain, diekstradisi dari Kurdistan Irak melalui
proses yang pada saat itu dipandang sebagai langkah pertama dalam sejarah peradilan
pidana Inggris untuk perkara honor killing ini.

Motif memperoleh tempatnya di dalam susunan fakta tersebut, bukan sebagai label yang
datang lebih dulu dari luar perkara (Williams et al., 2025). Dalam sentencing remarks, HHJ
Barker menyatakan bahwa Banaz dibunuh untuk “restore the so-called family honour”. Artinya,
pengadilan menarik makna kehormatan dari urutan fakta yang telah lebih dahulu dirapatkan.
Banaz meninggalkan perkawinan yang abusif, menjalin hubungan dengan laki-laki pilihannya
sendiri, dinilai membawa aib, diancam, lalu akhirnya dibunuh (Grip & Dynevall, 2023).

Dengan urutan seperti ini, alasan kehormatan masuk sebagai arti hukum yang ditarik
dari fakta, bukan hanya istilah yang diulang dari percakapan publik. Literatur tentang
kekerasan berbasis kehormatan mengingatkan bahwa label kehormatan mudah menarik
analisis ke arah yang terlalu kultural, sehingga kekerasan terhadap perempuan seolah-olah
selesai diterangkan hanya karena ditempatkan di dalam komunitas tertentu (Aksoy & Szekeli,
2025). Dalam perkara Banaz Mahmod, alasan kehormatan memperoleh bobot karena
ditautkan pada ancaman, penolakan keluarga, dan pembunuhan yang sungguh terjadi.

Cara pengadilan merumuskan motif itu tidak dapat dipisahkan dari cara pengadilan
merumuskan bentuk perkara secara keseluruhan. Pengadilan tidak sedang mengadili
kebudayaan dalam arti luas, juga tidak sedang mencari uraian antropologis tentang
kehormatan. Yang dirumuskan adalah hubungan antara pilihan hidup korban, reaksi keluarga,
keputusan untuk membunuh, dan usaha menghapus jejak setelah pembunuhan terjadi.
Terdapat pembedaan antara narasi sosial dan narasi yudisial pada fase ini, karena perkara
Banaz Mahmod memang telah lebih dulu dikenal luas sebagai pembunuhan kehormatan.
Akan tetapi, pengadilan tidak dapat berhenti pada reputasi sosial perkara tersebut. Pengadilan
tetap harus menata fakta secara khusus agar alasan kehormatan memperoleh arti hukum
yang lebih terikat, sehingga yang masuk ke dalam putusan bukan opini umum tentang
komunitas tertentu, melainkan penjelasan yang berpijak pada urutan ancaman, pembunuhan,
dan tindakan sesudahnya.

Rangkaian fakta yang dirumuskan pengadilan akhirnya tersusun cukup rapat. Ancaman
prakejadian berada di depan. Penolakan keluarga mengisi latar yang mendorong kekerasan.
Hilangnya Banaz dan penemuan jenazah menggeser perkara dari ancaman ke pembunuhan
yang nyata. Penyembunyian tubuh korban menghubungkan pembunuhan dengan tindakan

sesudah kejadian. Keterlibatan ayah, paman, dan kerabat lain menempatkan perkara ini ke
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dalam bentuk kekerasan yang kolektif. Pada susunan seperti ini, narasi yudisial tidak berhenti
sebagai cara bercerita, melainkan menjadi cara pengadilan memilih simpul utama lalu

merapatkan hubungan di antara simpul-simpul tersebut.

Penalaran Pembuktian dalam Penilaian Alat Bukti dan Fakta

Dalam perkara Banaz Mahmod harus dapat dibedakaan secara tegas antara
pembuktian bahwa Banaz memang dibunuh dan pembuktian bahwa orang-orang tertentu
terlibat di dalam pembunuhan itu. Pembedaan ini penting karena pengadilan tidak berhadapan
dengan satu alat bukti yang langsung mengikat satu terdakwa pada satu perbuatan tertentu.
Yang tersedia justru pecahan fakta yang datang dari waktu yang berbeda, dari sumber yang
berbeda, dan dari bobot yang juga berbeda, sehingga jalan menuju kesimpulan pidana harus
ditempuh melalui perapatan inferensi yang bertahap. Masalahnya utamanya bukan berapa
banyak alat bukti yang terkumpul, melainkan apa yang dapat dibuktikan oleh tiap alat bukti,
apa batasnya, dan bagaimana alat bukti itu saling menguatkan tanpa saling menggantikan
(Pangaribuan, 2025).

Laporan Banaz kepada polisi memperoleh arti penting. Pernyataan korban sebelum
meninggal tidak dapat langsung diperlakukan sebagai bukti bahwa terdakwa tertentu pasti
bersalah, sehingga nilainya memang tidak cukup bila dibiarkan berdiri sendiri (Cabiale, 2023).
Akan tetapi, laporan ancaman itu tetap memberi dasar bahwa risiko terhadap Banaz telah
muncul sebelum pembunuhan terjadi. Artinya terletak di sana. Pengadilan tidak memakainya
sebagai penetapan langsung atas pelaku, melainkan sebagai dasar bahwa kematian Banaz
tidak datang tanpa pendahuluan. Setelah ancaman itu dirapatkan dengan percobaan
pembunuhan oleh ayahnya, dengan ancaman terhadap Rahmat, lalu dengan hilangnya Banaz
sebelum tubuhnya ditemukan, laporan tersebut tidak lagi berhenti sebagai luapan ketakutan
pribadi. Kedudukannya bergeser menjadi fakta yang menerangkan bahwa bahaya terhadap
Banaz sudah memiliki arah yang lebih jelas, sehingga perkara ini sejak awal bergerak di atas
risiko yang teridentifikasi, bukan di atas dugaan yang baru lahir sesudah kematian korban
diketahui (Munro et al., 2024).

Nilai pembuktian dari relasi keluarga dan alasan kehormatan juga harus ditempatkan
dengan hati-hati. Fakta bahwa keluarga menolak pilihan hidup Banaz tentu tidak cukup untuk
membuktikan pembunuhan, apalagi untuk menetapkan kadar keterlibatan orang tertentu.
Namun fakta tersebut tetap mempunyai arti evidensial karena ia memperkeras arah ancaman
yang sebelumnya sudah muncul. Dalam sentencing remarks, HHJ Brian Barker menyatakan
bahwa Banaz dibunuh untuk “restore the so-called family honour”, dan rumusan itu penting
justru karena tidak berdiri sendiri. Alasan kehormatan di dalam perkara ini tidak lahir sebagai

label yang ditempel dari luar, melainkan sebagai arti yang ditarik dari hubungan antara
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putusnya perkawinan yang abusif (Patton, 2025), hubungan Banaz dengan Rahmat,
penolakan keluarga, ancaman yang meningkat, lalu pembunuhan yang sesudah itu benar-
benar terjadi. Di sini alasan kehormatan tidak menggantikan bukti keterlibatan, tetapi memberi
arah pada penilaian terhadap ancaman, sehingga ancaman tersebut tidak lagi tampak sebagai
konflik yang acak, melainkan sebagai bagian dari tekanan yang lebih teratur (Bettinson et al.,
2024).

Kepastian bahwa Banaz memang dibunuh baru memperoleh dasar yang keras ketika
tubuhnya ditemukan dalam keadaan telah membusuk, dimasukkan ke dalam koper, lalu
dikubur secara tersembunyi di Birmingham. Dalam hal ini, bukti forensik tidak terutama berisi
penetapan tentang siapa pelakunya, tetapi menutup kemungkinan paling dasar yang masih
dapat mengganggu perkara, yaitu kemungkinan bahwa kematian korban berdiri di luar tindak
kekerasan yang disengaja atau bahwa perlakuan terhadap tubuh korban tidak mempunyai
hubungan dengan pembunuhan itu sendiri. Nilai utama bukti forensik dalam perkara seperti
ini terletak pada kemampuannya menahan penalaran tetap dekat dengan kenyataan fisik
tindak pidana, sehingga ancaman yang lebih dulu diucapkan korban, penolakan keluarga, dan
tindakan sesudah kematian tidak bergerak sebagai dugaan yang terpisah dari tubuh perkara
(Leonetti, 2024).

Sesudah fakta terjadinya pembunuhan dirapatkan dengan bukti material, perhatian
pengadilan beralih pada arti penyembunyian tubuh korban dan perilaku sesudah kejadian.
Tindakan seperti itu tidak dapat langsung disamakan dengan keterlibatan langsung dalam
pembunuhan, sebab perilaku pascakejadian masih mungkin lahir dari ketakutan, loyalitas,
atau tekanan yang belum tentu identik dengan pelaksanaan tindak pidana itu sendiri
(Mappaselleng & Kadir, 2025). Dalam perkara Banaz Mahmod, makna penyembunyian jejak
menjadi lebih keras karena tindakan itu tidak berdiri sendiri. Tubuh korban dipindahkan,
dimasukkan ke dalam koper, lalu dikubur sesudah ancaman yang terarah lebih dulu muncul
dan sesudah pembunuhan benar-benar terjadi. Karena itu, penguburan tersembunyi dan
upaya menutup jejak tidak lagi berhenti sebagai fakta yang sekadar mencurigakan (Chalmers
et al,, 2022). Keduanya masuk ke dalam rangkaian yang sama dengan pembunuhan,
sehingga bobotnya bergerak lebih dekat ke inferensi tentang tindakan bersama dan kesadaran
atas kesalahan. Terdapat juga fakta bahwa dalam penuntutan kemudian menjangkau pihak-
pihak lain yang terlibat dalam pembuangan tubuh korban dan tindak pidana terkait, yang makin
merapatkan arti perilaku pascakejadian di dalam keseluruhan perkara.

Keterangan saksi, penyangkalan, dan alibi memberi tekanan tambahan pada rangkaian
tersebut karena ketiganya berkaitan dengan daya tahan inferensi yang sudah dirumuskan
pengadilan. Orang dekat korban berada di lingkungan yang sarat tekanan, sehingga

keterangan mereka tidak dapat diukur dengan harapan bahwa saksi yang jujur akan selalu

https://doi.org/10.38048/jcm.v1i5.7008 Jurnal Citra Multidisiplin || 630



https://doi.org/10.38048/jcm.v1i5.7008

e-ISSN 3123-8130 Volume 1, Nomor 6 Tahun 2026

berbicara secara tenang, lurus, dan bebas dari guncangan. Yang lebih penting terletak pada
inti keterangan yang tetap konsisten, pada kecocokannya dengan bukti lain, dan pada
kemampuannya bertahan di dalam keseluruhan perkara (Denault & Bozin, 2026).

Hal yang sama juga berlaku pada penyangkalan dan alibi. Bila penyangkalan atas
keberadaan pada waktu atau tempat tertentu bertabrakan dengan catatan administratif atau
bukti dokumenter yang lebih stabil, yang runtuh bukan hanya satu detail pembelaan,
melainkan satu kemungkinan penjelasan yang semula dapat memutus hubungan antara
terdakwa dan tindak pidana. Perkara Banaz Mahmod justru memperlihatkan bahwa kualitas
reasoning pengadilan tidak hanya lahir dari kemampuan merapatkan bukti yang selaras, tetapi
juga dari kemampuan menyingkirkan alternatif yang tadinya masih mungkin dipertahankan
(Picinali, 2023).

Dengan begitu terlihat bahwa ancaman prakejadian, alasan kehormatan, temuan
forensik, penyembunyian jejak, keterangan saksi, dan alibi yang patah tidak mempunyai arti
yang sama bila dipisahkan dari hubungan satu sama lain. Laporan ancaman memberi dasar
bahwa risiko terhadap Banaz telah lebih dulu ada. Alasan kehormatan memberi arah terhadap
ancaman itu. Temuan forensik memastikan bahwa pembunuhan benar-benar terjadi.
Penyembunyian tubuh korban merapatkan hubungan antara pembunuhan dan tindakan para
pelaku sesudah kejadian. Penyangkalan yang tidak bertahan mempersempit kemungkinan
bahwa orang-orang tertentu masih dapat dipisahkan dari tindak pidana itu (Novakovi¢, 2026).
Kekuatan putusan, dengan demikian, tidak lahir dari satu bukti yang berdiri sendiri sebagai
penentu akhir, melainkan dari celah inferensial yang makin sempit di antara ancaman, motif,
pembunuhan, tindakan sesudah kejadian, dan keterlibatan para terdakwa. Pada titik ini
pembedaan antara pembuktian terjadinya pembunuhan dan pembuktian keterlibatan tetap
harus dijaga, karena kepaduan rangkaian perkara tidak boleh menggantikan kekuatan bukti,
sementara standar pidana tetap bergantung pada tersingkirnya alternatif yang masih masuk
akal, bukan pada kerapian susunan perkaranya saja (Kadir, 2026a).

Relasi antara Narasi Yudisial dan Penalaran Pembuktian dalam Pembentukan
Kesimpulan Hukum

Kesimpulan hukum dalam perkara Banaz Mahmod lahir pada saat cerita hukum yang
dirumuskan hakim bertemu dengan batas-batas pembuktian. Di sini narasi yudisial tidak dapat
diperlakukan sebagai lapisan luar dari putusan, sebab yang disebut sebagai kesimpulan
hukum justru tumbuh dari cara hakim mengurutkan fakta, memberi tekanan pada bagian
tertentu, lalu menilai apakah urutan itu sanggup menanggung beban pembuktian sampai

tingkat pemidanaan. Dalam sentencing remarks, Brian Barker menyebut perkara ini sebagai

“barbaric and callous crime” dan sekaligus menyatakan bahwa para pelaku bertindak untuk
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“restore the so-called family honour”. Bahasa seperti ini penting bukan karena keras atau
mengesankan, melainkan karena di situlah hakim merumuskan bentuk perkara secara hukum,
sehingga pembunuhan Banaz tidak diletakkan sebagai insiden yang tercerai-berai, tetapi
sebagai kekerasan yang mempunyai arah, alasan, dan susunan tindakan yang saling
mengikat. Pada bagian ini narasi yudisial mulai menentukan bidang relevansi, sementara
pembuktian belum selesai bekerja (Herz, 2022).

Pemilihan fakta yang relevan sangat menentukan karena tidak semua fakta yang masuk
ke persidangan memiliki bobot yang sama bagi putusan. Pengadilan selalu melakukan
pemusatan. Sebagian fakta diberi tekanan lebih besar karena dianggap membawa perkara ke
arah pertanggungjawaban pidana, sedangkan bagian lain diletakkan di pinggir karena tidak
cukup dekat dengan kesalahan yang hendak dirumuskan. Dalam perkara Banaz Mahmod,
bahasa hakim memperlihatkan bahwa kehormatan keluarga, penolakan terhadap pilihan hidup
korban, dan kekerasan yang kemudian dijalankan tidak diperlakukan sebagai elemen yang
berdiri sendiri, tetapi sebagai urutan yang saling menerangkan.

Narasi dalam putusan hakim tidak berhenti pada penyusunan kronologi. Narasi itu juga
mengatur pusat perhatian perkara, sehingga pengadilan dapat menentukan fakta mana yang
layak memikul arti hukum yang lebih berat (Gatti & Evolvi, 2024). Dengan rumusan yang lebih
sederhana, narasi yudisial adalah cara pengadilan memilih fakta penting,
menghubungkannya, lalu memberi arti hukum pada hubungan tersebut.

Pengujian itulah yang membedakan narasi yudisial dari cerita biasa. Cerita yang padu
dapat memberi kesan bahwa perkara telah selesai dipahami, tetapi pemahaman semacam itu
belum cukup untuk menghukum. Putusan pidana membutuhkan alasan yang lebih ketat.
Pengadilan tidak hanya harus menjelaskan mengapa perkara itu masuk akal sebagai satu
rangkaian, tetapi juga mengapa rangkaian tersebut mampu menutup penjelasan lain yang
masih masuk akal (Rudy-Hiller, 2024).

Pada titik ini, pembuktian berfungsi sebagai batas terhadap narasi. Cerita tentang
kehormatan, ancaman, dan kekerasan hanya dapat bergerak sejauh bukti mengizinkannya.
Relasi antara narasi dan pembuktian dalam perkara Banaz Mahmod bukan hubungan antara
bentuk dan isi semata, melainkan hubungan antara pemusatan makna dan pengujian bukti.
Setiap simpul kesimpulan harus mempunyai pijakan yang cukup dalam bukti (McDermott et
al., 2021).

Bahaya tersebut menjadi lebih dekat karena perkara Banaz Mahmod telah lama
menempel dengan label pembunuhan kehormatan. Dalam perkara ini, yang penting bukan
hanya bahwa hakim menyebut family honour, melainkan bahwa rumusan itu masuk ke dalam
putusan setelah dirangkaikan dengan tindakan yang dapat dibuktikan. Apabila alasan

kehormatan diperlakukan sebagai penjelasan yang berdiri sendiri, relasi antara cerita dan
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pembuktian akan rusak. Motif yang semula harus ditarik dari fakta justru berubah menjadi
lensa yang mengarahkan seluruh fakta sejak awal.

Karena itu, nilai dari rumusan “restore the so-called family honour” terletak pada
posisinya sebagai simpul penalaran yang lahir dari perkara, bukan sebagai slogan yang
mendahului perkara (Matos et al., 2025). Literatur tentang kekerasan berbasis kehormatan
tepat mengingatkan bahwa istilah honour hanya aman dipakai dalam putusan apabila tetap
terikat pada tindakan konkret, hubungan yang dapat ditelusuri, dan dasar pembuktian yang
cukup (Villacampa et al., 2026).

Kesulitan berikutnya terletak pada peralihan dari cerita kolektif ke pertanggungjawaban
individual. Narasi yudisial dalam perkara Banaz Mahmod mengikat keluarga, kehormatan,
ancaman, pembunuhan, dan tindakan sesudahnya ke dalam satu bangunan perkara yang
relatif utuh. Dengan cara itu, kekerasan dapat dijelaskan sebagai tindakan bersama yang lahir
dari susunan relasi tertentu. Akan tetapi, hukum pidana tidak menghukum bangunan kolektif
sebagai abstraksi.

Hukum pidana tetap menuntut penetapan siapa Yyang harus memikul
pertanggungjawaban pidana, seberapa dekat orang itu dengan inti tindakan, dan atas dasar
apa pertanggungjawaban itu dilekatkan. Cerita kolektif perlu untuk menjelaskan bentuk
perkara, tetapi cerita itu harus dipecah kembali ke dalam kadar keterlibatan yang berbeda-
beda. Kesalahan tidak boleh dilekatkan hanya karena seseorang berada dekat dengan
keluarga, komunitas, atau motif umum perkara.

Pada keadaan seperti itu, koherensi dan kecukupan hukum harus dipisahkan dengan
tegas. Koherensi hanya menjelaskan bahwa unsur-unsur perkara tersusun tanpa patahan
yang mencolok. Kecukupan hukum menuntut lebih dari itu, karena pengadilan harus dapat
memperlihatkan bahwa susunan yang padu tersebut memang cukup untuk menyangga
kesimpulan tentang kesalahan terdakwa tertentu. Dalam perkara Banaz Mahmod, cerita yang
sangat utuh pun belum cukup bila tidak berhasil diterjemahkan menjadi penetapan tanggung
jawab yang lebih sempit dan lebih spesifik.

Putusan menjadi kuat ketika hakim tidak membiarkan kepaduan cerita mengambil alih
seluruh proses penilaian, tetapi tetap menahan cerita itu di bawah ukuran pembuktian. Relasi
antara narasi yudisial dan penalaran pembuktian dalam perkara ini tidak berakhir pada
harmoni yang sederhana. Yang terjadi justru ketegangan yang terus dijaga, sehingga cerita
hukum cukup utuh untuk menjelaskan perkara, tetapi tidak terlalu luas sampai melonggarkan

syarat pembuktian pidana.
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Kesimpulan

Perkara Banaz Mahmod menunjukkan bahwa putusan pidana lahir dari dua pekerjaan
yang saling mengikat. Pengadilan lebih dulu menyusun fakta ke dalam urutan yang cukup
rapat, sehingga ancaman prakejadian, penolakan keluarga, pembunuhan, dan
penyembunyian jejak masuk ke dalam satu rangkaian yang dapat diberi arti hukum. Di saat
yang sama, urutan tersebut tidak memperoleh kekuatan hanya karena tampak padu. Ancaman
korban, alasan kehormatan, temuan forensik, tindakan sesudah pembunuhan memperoleh
bobot setelah masing-masing ditempatkan pada batas pembuktiannya sendiri. Kepaduan
cerita perkara memang diperlukan agar kekerasan kolektif dapat diterangkan secara utuh,
tetapi putusan tetap bergantung pada kemampuan pengadilan menjaga agar cerita yang telah
dirapatkan itu tetap tunduk pada bukti yang cukup.

Tekanan terbesar perkara ini terletak pada peralihan dari cerita kolektif ke
pertanggungjawaban individual. Narasi yudisial merapatkan kehormatan, kontrol keluarga,
ancaman, pembunuhan, dan tindakan sesudahnya ke dalam bentuk perkara yang masuk akal.
Penalaran pembuktian lalu mempersempit bentuk perkara itu sampai cukup tajam untuk
membedakan siapa yang harus memikul kesalahan dan atas dasar apa kesalahan tersebut
dilekatkan. Di situ kualitas pertimbangan hukum tidak diukur dari kerasnya bahasa hakim atau
dari banyaknya alat bukti semata, melainkan dari keberhasilan menjaga jarak antara kepaduan

cerita dan kecukupan pembuktian.
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